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MOTTO : 

 

“You Don’t Need Anybody To Tell You Who You Are Or What You Are. You 

Are What You Are” 

“Anda Tidak Perlu Orang Lain Mengatakan Kepada Anda Siapa Diri Anda 

Dan Apakah Diri Anda. Anda Adalah Diri Anda” 

 

(John Lennon) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pengelolaan Keuangan adalah perencanaan, pengarahan, pemantauan, pengorganisasian, 

dan pengendalian sumber daya moneter dari sebuah organisasi yang efesien dan efektif untuk 

mencapai tujuan organisasi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pasal 3 

menyebutkan bahwa Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah 

salah satunya penyelesaian kerugian daerah, bahwa keharusan bagi Badan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah untuk menyelesaikan kerugian daerah. Maka dari itu penting sekali 

adanya Pengelolaan keuangan yang efektif untuk menyelesaikan permasalahan terkait kerugian 

daerah. Sebagaimana amanat pasal 35 ayat (4) UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara, “ketentuan mengenai penyelesaian kerugian negara diatur di dalam undang-undang 

mengenai perbendaharaan negara”.Undang-Undang yang dimaksud di sini adalah UU Nomor 1 

Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. UU Nomor 1 Tahun 2004, mengatur tuntutan 

perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi.Hal ini diatur dalam Pasal 62 ayat (1) “Pengenaan ganti 

kerugian negara/daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan”. Dan 

pasal 63 ayat (1) “Pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan 

bendahara ditetapkan oleh menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota; dan ayat (2) 

Tata cara tuntutan ganti kerugian negara/daerah diatur dengan peraturan pemerintah”. 

Pada Pasal 63 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2004, mempertegas bahwa pengenaan ganti 

kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara ditetapkan oleh 

https://yusranlapananda.wordpress.com/2013/12/22/pengadilan-tgr-dalam-perspektif/
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menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota. Dalam arti bahwa untuk pemerintah 

provinsi ditetapkan oleh gubernur dan untuk pemerintah kabupaten/kota ditetapkan oleh 

Bupati/Walikota.Dan pasal 63 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2004, mempertegas bahwa tata cara 

tuntutan ganti kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara akan diatur 

dengan peraturan pemerintah, yang sampai dengan tulisan ini dirilis Peraturan Pemerintah 

dimaksud belum ditetapkan dan masih dalam bentuk rancangan. 

Di dalam pasal 144 PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, 

“Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara tuntutan ganti kerugian daerah diatur dengan peraturan 

daerah dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan”.  Dari ketentuan pasal 144 PP 

Nomor 58 Tahun 2005, Penyelesaian kerugian negara/daerah oleh Pemerintah Kota Palembang 

melalui Majelis Pertimbangan – Tuntutan Ganti Rugi dengan proses persidangan umum, 

Pelaksanaan sidang Majelis Pertimbangan – Tuntutan Ganti Rugi layaknya proses persidangan 

peradilan umum ini, didasarkan pada lembaga peradilan umum, Pemerintah kota Palembang 

telah memperbaiki Peraturan Walikota Palembang Nomor 147 / KPTS / BPKAD / 2017 tentang 

“Pembentukan Majelis Pertimbangan dan Sekretariat Majelis Tuntutan Perbendaharaan dan 

Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah Pemerintah Kota” yang sebelumnya juga 

diubah pada Peraturan Walikota Palembang 08.a / KPTS / BPKAD / 2016 dan Peraturan 

Walikota Nomor 146 / KPTS / BPKAD / 2017 tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim 

Penindak / Penyelesaian Kerugian Daerah Terhadap Bendahara yang sebelumnya juga diubah 

pada Peraturan Walikota Palembang 531.a / KPTS / BPKAD / 2016. 

Di dalam Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pun menetapkan kegiatan yang 

terdapat dalam program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah dengan berbagai kegiatan  salah satunya realisasi penerimaan Tuntutan Perbendaharaan – 
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Tuntutan Ganti Rugi,. Berikut adalah tabel anggaran  kegiatan yang dilakukan dalam program 

peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan dan aset daerah : 

Tabel 1.1 

Target dan Realisasi TP-TGR 

TAHUN ANGGARAN TARGET ANGGARAN REALISASI ANGGARAN 

2014 106.588.345.00,- 97.219.771.00,- 

2015 143.945.375.00,- 151.955.372.00,- 

2016 115.495.720.00,- 99.433.675.00,- 

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang 

Berdasarkan Tabel 1.1, pasal 35 ayat (4) UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara, “ketentuan mengenai penyelesaian kerugian negara diatur di dalam undang-undang 

mengenai perbendaharaan negara”. Pada tahun 2014 realisasi Tuntutan Perbendaharaan – 

Tuntutan Ganti Rugi mencapai target sebesar Rp 147.323.511, kemudian tahun 2015 realisasi 

Tuntutan Perbendaharaan – Tuntutan Ganti Rugi  kota Palembang mengalami penurunan yaitu 

sebesar Rp 139.649.226, dan pada tahun 2016  juga tidak mencapai target yang telah di tentukan 

sebesar Rp 153.868.343. Hal ini membuktikan bahwa masih rendahnya keefektifan dari program 

Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah karena masih banyak 

sekali jumlah Tuntutan Perbendaharaan – Tuntutan Ganti Rugi yang belum terealisasi. 

Berdasarkan Peraturan Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Penyelesaian,  Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses tuntutan 

terhadap Bendahara, Pengurus/Penyimpan Barang, Pegawai Bukan Bendahara, atau 

https://yusranlapananda.wordpress.com/2013/12/22/pengadilan-tgr-dalam-perspektif/
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pengurus/Penyimpan Barang, atau Pihak Ketiga yang telah melakukan perbuatan yang 

mengakibatkan kerugian keuangan daerah. Timbulnya Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan 

Ganti Rugi dapat dikarenakan kelalaian, kealpaan, kesalahan, kesengajaan, atau 

ketidaksenggajaan, maupun di luar kemampuannya yang mengakibatkan kerugian daerah. 

Karena permasalahan yang telah diuraikan, maka dari itu pentingnya diadakan 

penyelesaian daerah yang efektif untuk dapat menyelesaikan permasalahan dalam kerugian 

daerah terkait Tuntutan Perbendaharaan – Tuntutan ganti Rugi agar target yang telah ditetapkan 

dapat mencapai target. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah : 

Mengapa keefektifan penyerapan anggaran tuntutan perbendaharaan – tuntutan ganti rugi di 

badan pengelolaan keuangan dan aset daerah di kota Palembang tahun 2016? 

C. Tujuan Penelitian  

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keefektifan penyerapan anggaran tuntutan 

perbendaharaan – tuntutan ganti rugi di badan pengelolaan keuangan dan aset daerah di kota 

Palembang tahun 2016. 

D. Manfaat Penelitian 

 Secara teoritis, melalui penelitian ini diharapkan akan dapat diketahui Bagaimana 

pelaksanaan keefektifan Tuntutan Perbendaharaan – Tuntutan Ganti Rugi oleh Badan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Dari sini, diharapkan. Akan dapat ditemukan suatu 

konsep pelaksanaan yang baik atas penyelesaian kerugian daerah yang dijalankan, khususnya 
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program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan dan aset daerah pada Tuntutan 

Perbendaharaan – Tuntutan Ganti Rugi yang di setujui untuk diberikan kepada aset daerah yang 

tidak merugikan aset daerah dan sesuai dengan peraturan yang telah dirumuskan. 

 Manfaat praktisnya adalah masukan berupa informasi dari pihak independen kepada 

pihak Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Dengan masukan ini, pihat Badan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah diharapkan mengetahui dan sadar akan perlunya 

Analisis keefektifan penyerapan anggaran tuntutan perbendaharaan – tuntutan ganti rugi di badan 

pengelolaan keuangan dan aset daerah di kota Palembang tersebut. Ini merupakan langkah awal 

yang baru bagi pihak tersebut untuk mengambil kebijakan dan memperbaiki sistem agar lebih 

baik lagi untuk kedepannya. 
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